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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh 
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mencegah kecurangan dalam pemilu di 

Indonesia. Dalam konteks demokrasi, pemilu yang jujur dan adil menjadi salah satu pilar 
utama, sementara pengawasan yang efektif oleh Bawaslu menjadi kunci untuk menciptakan 

pemilu yang transparan dan bebas dari praktik kecurangan. Melalui pendekatan studi pustaka, 
penelitian ini mengkaji berbagai sumber literatur, termasuk peraturan perundang-undangan, 
laporan pengawasan Bawaslu, serta studi sebelumnya terkait peran Bawaslu dalam mencegah 

kecurangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu memiliki mandat yang 
jelas untuk melakukan pengawasan, beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan 

sumber daya, kekurangan koordinasi antar lembaga, dan ketidaktegasan penegakan hukum, 
masih mempengaruhi efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dan penguatan 
kapasitas Bawaslu agar dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya. 

Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan mekanisme pengawasan, 
peningkatan keterlibatan masyarakat, serta pembenahan sistem pelaporan dan penindakan 

terhadap pelanggaran pemilu guna memastikan integritas proses pemilu yang lebih baik di 
masa depan. 
 

Kata Kunci: Bawaslu, Demokrasi, Kecurangan Pemilu, Transparansi 
 

 
Abstract 

This study aims to analyze the effectiveness of supervision carried out by the Election 

Supervisory Body (Bawaslu) in preventing fraud in elections in Indonesia. In the context of 
democracy, honest and fair elections are one of the main pillars, while effective supervision 

by Bawaslu is the key to creating transparent elections that are free from fraudulent 
practices. Through a literature study approach, this study examines various sources of 
literature, including laws and regulations, Bawaslu's supervision reports, and previous 

studies related to Bawaslu's role in preventing fraud. The results of the analysis show that 
although Bawaslu has a clear mandate to carry out supervision, several challenges faced, 

such as limited resources, lack of coordination between institutions, and lack of firmness in 
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law enforcement, still affect its effectiveness. Therefore, Bawaslu's reform and capacity 
building are needed so that it can be more optimal in carrying out its supervisory function. 

This study provides recommendations for improving the supervision mechanism, increasing 
community involvement, and improving the reporting and prosecution system for election 

violations to ensure better integrity of the election process in the future. 
 
Keywords: Bawaslu, Democracy, Election Fraud, Transparency 

 
 

Pendahuluan 

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem 
demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka dalam 

pemerintahan. Pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari manipulasi sangat penting untuk 
menjaga integritas demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang sah (Prabowo, 2020). 

Namun, praktik kecurangan dalam pemilu, seperti penggelembungan suara, manipulasi hasil, 
dan penyalahgunaan wewenang, menjadi ancaman serius terhadap kelangsungan demokrasi 
itu sendiri. 

Di Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dibentuk untuk 
mengawasi jalannya pemilu agar dapat terlaksana secara jujur dan adil. Sebagai lembaga 

yang memiliki kewenangan untuk mengawasi, menyelidiki, serta menindak pelanggaran 
pemilu, Bawaslu memegang peranan vital dalam mencegah kecurangan pemilu. Meskipun 
demikian, tantangan besar yang dihadapi oleh Bawaslu adalah keterbatasan sumber daya 

manusia, anggaran, serta koordinasi antar lembaga yang belum sepenuhnya optimal 
(Setyawan, 2022). Selain itu, keberhasilan Bawaslu dalam mengidentifikasi dan menindak 

pelanggaran juga dipengaruhi oleh seberapa efektif pengawasan yang dilakukan serta sejauh 
mana masyarakat berpartisipasi dalam proses pengawasan tersebut (Umi Kalsum, 2023). 
Melihat pentingnya peran Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu, perlu dilakukan 

penelitian terkait efektivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga ini (Prasetyo, 
2021). Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Bawaslu mampu mencegah 

terjadinya kecurangan dalam pemilu dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem 
pengawasan pemilu di masa depan. 

Pemilu yang bebas dan adil adalah fondasi dari sistem pemerintahan demokratis 

(Dody Yogaswara, 2023). Namun, dalam praktiknya, pemilu seringkali menghadapi 
tantangan besar berupa potensi kecurangan yang dapat merusak hasil pemilu dan mengurangi 

kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi (Santoso, 2020). Oleh karena itu, 
pengawasan terhadap jalannya pemilu menjadi sangat penting. Di Indonesia, pengawasan 
tersebut menjadi tanggung jawab utama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), 

sebuah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu 
berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan (Nugroho, 

2024). 
Bawaslu memiliki kewenangan yang luas dalam mengawasi berbagai tahapan pemilu, 

mulai dari penyusunan daftar pemilih, kampanye, hingga penghitungan suara (Yuliana, 

2020). Selain itu, Bawaslu juga memiliki tugas untuk menangani laporan pelanggaran, 
menyelidiki, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut. Dengan tugas yang sangat besar 

tersebut, Bawaslu diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya 
kecurangan selama pemilu (Hidayati, 2021). Namun, meskipun berbagai upaya pengawasan 
telah dilakukan, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mewujudkan 

pemilu yang benar-benar bebas dari kecurangan. 
Meskipun penelitian tentang pengawasan pemilu dan peran Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mencegah kecurangan telah dilakukan oleh berbagai 
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peneliti, masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi gap dalam riset ini. Sebagian 
besar penelitian sebelumnya (Zulkarnain, 2020) lebih fokus pada teori dan struktur Bawaslu, 

namun kurang mendalam mengkaji bagaimana pengawasan yang dilakukan Bawaslu benar-
benar efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu. Selain itu riset ini (Adi, 

2024) menilai secara kritis implementasi pengawasan di berbagai tingkatan pemilu dan 
daerah, serta efektivitas tindakan yang diambil oleh Bawaslu dalam menghadapi pelanggaran. 
Banyak penelitian yang menyoroti peran Bawaslu di tingkat pusat, tetapi sedikit yang 

menggali tantangan pengawasan di daerah terpencil atau wilayah yang sulit dijangkau. Dalam 
konteks ini, perlu adanya penelitian yang lebih spesifik untuk mengeksplorasi perbedaan 

efektivitas pengawasan di berbagai daerah, serta dampaknya terhadap mencegah kecurangan. 
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penggunaan teknologi dalam pengawasan 
pemilu semakin penting.  

Namun, riset yang membahas inovasi teknologi dalam pengawasan pemilu oleh 
Bawaslu masih terbatas. Penelitian (Agustina, 2021) tentang peran teknologi seperti aplikasi 

pemantauan, penggunaan big data, atau media sosial dalam mendeteksi dan mencegah 
kecurangan pemilu sangat diperlukan. Penelitian yang menilai sejauh mana partisipasi 
masyarakat dalam mendukung pengawasan Bawaslu masih sedikit. Padahal, pengawasan 

pemilu yang efektif memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan pelanggaran 
serta mengawasi jalannya proses pemilu. Peran masyarakat dalam meningkatkan efektivitas 

pengawasan Bawaslu perlu lebih banyak dikaji. Penelitian yang membahas efektivitas 
koordinasi antara Bawaslu dengan lembaga lain, seperti KPU, polisi, dan lembaga penegak 
hukum lainnya, masih minim. Koordinasi yang buruk antar lembaga ini dapat menghambat 

proses pengawasan dan tindak lanjut pelanggaran pemilu (Nurcahyo, 2020). Oleh karena itu, 
penelitian lebih mendalam mengenai hubungan antar lembaga dalam pengawasan pemilu 

sangat penting. 
Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam pemahaman tentang efektivitas 

pengawasan Bawaslu dalam mencegah kecurangan pemilu dengan beberapa pendekatan yang 

belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya fokus pada 
struktur organisasi Bawaslu, tetapi juga menganalisis secara komprehensif tentang strategi, 

mekanisme, dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengimplementasikan 
pengawasan pemilu di seluruh tahapan pemilu, mulai dari pencalonan hingga penghitungan 
suara. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai 

pengawasan pemilu. Salah satu aspek inovatif dalam penelitian ini adalah penekanan pada 
pengawasan pemilu di daerah-daerah terpencil atau sulit dijangkau. Penelitian ini akan 

menggali lebih dalam tentang bagaimana Bawaslu menghadapi tantangan geografis dan 
logistik dalam mengawasi pemilu di wilayah tersebut serta efektivitas pengawasan yang 
dilakukan. 

Penelitian ini akan mengkaji efektivitas pengawasan Bawaslu dalam mencegah 
kecurangan pemilu melalui analisis studi pustaka yang mencakup kajian tentang peran dan 

kewenangan Bawaslu, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan. 
Penelitian ini juga akan membahas berbagai upaya yang telah dilakukan Bawaslu dan 
memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan agar pemilu di 

Indonesia dapat berlangsung dengan lebih transparan dan bebas dari praktik kecurangan. 
Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pemahaman lebih mendalam mengenai efektivitas pengawasan Bawaslu dalam 
mencegah kecurangan pemilu dan memberikan dasar bagi kebijakan yang lebih baik dalam 
penyelenggaraan pemilu di Indonesia. 

 
Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) untuk 
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menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum 
(Bawaslu) dalam mencegah kecurangan pemilu (Creswell, 2020). Metode ini dipilih karena 

bertujuan untuk menggali dan mengevaluasi berbagai sumber literatur yang relevan dengan 
topik penelitian, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, peraturan perundang-

undangan, dokumen kebijakan, dan sumber lain yang berkaitan dengan pengawasan pemilu 
oleh Bawaslu di Indonesia. Adapun langkah-langkah penelitian yang akan diambil dalam 
studi pustaka ini adalah sebagai berikut. 

Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber 
literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber literatur yang digunakan meliputi 

(Iskandar, 2022). 
• Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Bawaslu, seperti 

Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Bawaslu, serta peraturan-peraturan lain yang 

mengatur mekanisme pengawasan pemilu. 
• Laporan tahunan atau laporan khusus dari Bawaslu mengenai kegiatan pengawasan 

pemilu, termasuk evaluasi dan hasil pengawasan selama pemilu sebelumnya. 
• Artikel jurnal ilmiah dan buku yang membahas teori dan praktek pengawasan pemilu, 

serta studi kasus tentang efektivitas pengawasan Bawaslu dalam mencegah kecurangan. 

• Penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pengawasan pemilu, baik di Indonesia 
maupun di negara lain yang relevan. 

• Dokumen kebijakan dan rekomendasi dari lembaga-lembaga terkait yang menilai atau 
memberikan arahan mengenai pengawasan pemilu. 

Setelah sumber-sumber literatur diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah 

mengumpulkan data (Sugiyono, 2022). Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian di 
berbagai basis data akademik, perpustakaan digital, situs web resmi Bawaslu, serta sumber-

sumber lain yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dan 
kecurangan pemilu. Pengumpulan ini juga melibatkan pencarian laporan-laporan riset terkait 
pengawasan pemilu yang dilakukan oleh lembaga penelitian dan organisasi masyarakat sipil. 

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis terhadap literatur yang telah diperoleh. 
Analisis ini bertujuan untuk (Creswell, 2020). 

• Menilai efektivitas pengawasan Bawaslu dalam mencegah kecurangan pemilu 
berdasarkan dokumen perundang-undangan, laporan kegiatan, dan hasil pengawasan 
selama pemilu sebelumnya. 

• Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam melaksanakan 
pengawasan, seperti masalah koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, atau 

masalah teknis. 
• Mengevaluasi mekanisme pengawasan yang digunakan oleh Bawaslu, termasuk prosedur 

pelaporan, penyelidikan, serta tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran. 

• Membandingkan temuan di Indonesia dengan praktik pengawasan pemilu di negara lain, 
guna memberikan perspektif yang lebih luas tentang efektivitas pengawasan pemilu 

secara umum. 
Dalam tahap ini, hasil analisis dari berbagai sumber literatur disintesiskan untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengawasan Bawaslu. 

Sintesis ini akan menghubungkan teori dan praktek pengawasan pemilu serta memberikan 
kesimpulan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Temuan ini 

juga akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengawasan Bawaslu, serta menawarkan 
rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitasnya. Data yang terkumpul akan dianalisis 
dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis komparatif. Analisis deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil pengawasan Bawaslu dan peranannya dalam 
pencegahan kecurangan pemilu, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk 

membandingkan efektivitas pengawasan Bawaslu dengan praktik pengawasan pemilu di 
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negara lain atau dengan kajian sebelumnya di Indonesia.  
Pembahasan dalam penelitian ini akan berfokus pada analisis terhadap peran dan 

kewenangan Bawaslu dalam pengawasan pemilu, serta tantangan yang dihadapi dalam 
pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan analisis pustaka yang dilakukan, penelitian ini akan 

memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki 
pengawasan pemilu, antara lain dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 
peningkatan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, serta 

perbaikan mekanisme koordinasi antar lembaga pengawasan pemilu. 
Kesimpulan penelitian ini akan merangkum temuan-temuan yang didapat dari analisis 

pustaka, memberikan gambaran tentang efektivitas pengawasan Bawaslu, dan memberikan 
saran serta rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam mencegah 
kecurangan pemilu di masa depan. Dengan menggunakan metode studi pustaka ini, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas 
pengawasan Bawaslu serta menyarankan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan 

kualitas pengawasan dalam mencegah kecurangan pemilu di Indonesia. 
 
Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan analisis pustaka yang dilakukan, sejumlah temuan utama terkait dengan 
efektivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu) dalam mencegah kecurangan pemilu dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Bawaslu memiliki kewenangan yang luas dalam mengawasi proses pemilu, yang 

mencakup pencegahan kecurangan, pemantauan penyelenggaraan pemilu, penanganan 

pelanggaran, serta pelaporan hasil pengawasan. Berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang ada, Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tahapan 

pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan jujur. Bawaslu 
juga bertugas memberikan rekomendasi kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) terkait 
masalah yang terjadi selama pelaksanaan pemilu. 

2. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu menghadapi berbagai tantangan yang 
mengurangi efektivitasnya dalam mencegah kecurangan, antara lain: 

o Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas serta kurangnya anggaran menjadi 
kendala signifikan dalam pelaksanaan pengawasan yang lebih komprehensif. Di 
banyak daerah, terutama di daerah terpencil, Bawaslu kesulitan dalam menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat dan mengawasi seluruh proses pemilu. 
o Koordinasi yang belum optimal antara Bawaslu, KPU, Kepolisian, dan instansi 

lainnya seringkali menghambat penanganan masalah secara efektif. Kasus-kasus 
kecurangan sering terhambat dalam proses penyelidikan dan penindakan karena 
kurangnya kerja sama antar lembaga. 

o Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran, penindakan 
terhadap pelanggaran yang terjadi terkadang tidak cukup tegas. Beberapa laporan 

pelanggaran pemilu sering kali tidak diikuti dengan tindakan yang memadai, terutama 
jika pelanggaran melibatkan aktor politik yang berpengaruh. 

3. Bawaslu menerapkan berbagai strategi untuk mencegah kecurangan pemilu, seperti: 

o Bawaslu aktif melakukan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 
pentingnya pengawasan pemilu dan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam 

mencegah kecurangan. Masyarakat didorong untuk melaporkan dugaan pelanggaran 
yang terjadi. 

o Penggunaan teknologi dalam pengawasan mulai diterapkan, seperti platform digital 

untuk melaporkan pelanggaran, serta pemantauan real-time melalui media sosial. 
Meskipun teknologi masih dalam tahap pengembangan, ini menunjukkan upaya untuk 

meningkatkan kapasitas pengawasan Bawaslu. 
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o Bawaslu juga menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil yang 
membantu dalam pemantauan independen dan mengawasi jalannya pemilu. 

4. Berdasarkan evaluasi, pengawasan Bawaslu menunjukkan hasil yang cukup signifikan 
dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran, meskipun tidak semua pelanggaran 

dapat ditindak secara efektif. Beberapa pelanggaran, terutama yang melibatkan pihak 
yang berkuasa, sering kali terbentur oleh kendala politik dan hukum yang membuat 
proses penindakan menjadi lambat. Namun, secara keseluruhan, Bawaslu memiliki peran 

penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 
pemilu. 

Berikut ini adalah pembahasan dari beberapa jurnal yang mengkaji efektivitas 
pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam 
mencegah kecurangan pemilu, yang menyertakan temuan-temuan utama serta rekomendasi 

yang relevan. Setiap jurnal memberikan perspektif berbeda mengenai tantangan dan solusi 
untuk meningkatkan pengawasan pemilu di Indonesia. 

Jurnal ini mengkaji peran Bawaslu dalam mencegah kecurangan pemilu dengan 
mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh 

tahapan pemilu, efektivitas pengawasan terhambat oleh keterbatasan sumber daya, terutama 
dalam hal jumlah pengawas di lapangan. Hal ini menyebabkan pengawasan di beberapa 

daerah, terutama daerah terpencil, tidak maksimal. Penelitian oleh (Wibowo, 2021) 
menyatakan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia bagi Bawaslu 
menjadi kendala utama dalam mencapai pengawasan yang efektif. Banyak daerah terpencil 

yang tidak terjangkau oleh pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu karena kekurangan 
pengawas dan infrastruktur yang mendukung. Penulis menyarankan agar Bawaslu 

mendapatkan dukungan anggaran yang lebih besar serta meningkatkan pelatihan bagi 
pengawas pemilu untuk memperkuat kapasitasnya dalam menghadapi tantangan pengawasan 
di lapangan.  

Penelitian (Lestari, 2021) mengkaji koordinasi antar lembaga, terutama antara 
Bawaslu dan KPU, serta lembaga penegak hukum dalam proses pengawasan pemilu. Hasil 

studi menunjukkan bahwa sering kali terdapat tumpang tindih dalam peran dan wewenang 
antara Bawaslu dan lembaga lainnya, yang menghambat penanganan pelanggaran pemilu 
secara cepat dan efisien. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antar 

lembaga membuat penanganan pelanggaran pemilu menjadi lambat dan kurang responsif. Hal 
ini mengurangi efektivitas pengawasan Bawaslu dalam mencegah kecurangan. Peneliti 

merekomendasikan pembentukan prosedur koordinasi yang lebih jelas dan terstruktur antara 
Bawaslu, KPU, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk mempercepat penanganan kasus-kasus 
pelanggaran pemilu. 

Jurnal (Arifin, 2024) membahas tentang potensi pemanfaatan teknologi dalam 
mendukung pengawasan pemilu oleh Bawaslu. Ditemukan bahwa Bawaslu telah mulai 

mengadopsi teknologi, seperti aplikasi pelaporan pelanggaran dan pemantauan media sosial, 
namun penerapannya masih terbatas oleh infrastruktur yang ada dan keterampilan teknis 
pengawas pemilu. Keterbatasan infrastruktur dan pengawasan berbasis teknologi di daerah-

daerah terpencil serta rendahnya keterampilan teknis pengawas dalam menggunakan 
teknologi menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan teknologi untuk pengawasan pemilu. 

Penulis merekomendasikan agar Bawaslu meningkatkan investasi dalam infrastruktur 
teknologi dan memberikan pelatihan yang lebih baik untuk pengawas pemilu dalam 
menggunakan sistem teknologi canggih yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. 

Penelitian (Rahayu, 2022) meneliti bagaimana partisipasi masyarakat dapat 
meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu oleh Bawaslu. Ditemukan bahwa meskipun ada 

upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan, tingkat partisipasi publik dalam 
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melaporkan pelanggaran masih rendah. Salah satu alasan rendahnya partisipasi masyarakat 
adalah kurangnya pemahaman tentang peran mereka dalam pengawasan dan adanya 

ketakutan terhadap pembalasan apabila mereka melaporkan pelanggaran. Peneliti 
menyarankan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran mereka 

dalam pengawasan pemilu dan perlunya saluran pelaporan yang aman dan mudah diakses 
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. 

Jurnal (Amin, 2021) mengkaji kesulitan yang dihadapi Bawaslu dalam melaksanakan 

pengawasan di daerah-daerah terpencil. Ditemukan bahwa pengawasan di daerah terpencil 
sangat terbatas karena faktor geografis dan keterbatasan fasilitas komunikasi. Kesulitan 

dalam mengakses daerah-daerah terpencil, serta kekurangan pengawas dan infrastruktur 
komunikasi yang memadai, menghambat efektivitas pengawasan Bawaslu di wilayah-
wilayah ini. Penulis merekomendasikan penggunaan teknologi, seperti pemantauan berbasis 

internet dan aplikasi pelaporan, serta peningkatan kerja sama dengan organisasi lokal di 
daerah-daerah terpencil untuk memperluas jangkauan pengawasan. 

Dari beberapa jurnal yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa pengawasan 
pemilu oleh Bawaslu dalam mencegah kecurangan pemilu masih menghadapi berbagai 
tantangan. Tantangan utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan 

anggaran, masalah koordinasi antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi yang masih 
terbatas. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, disarankan agar Bawaslu memperkuat 

kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan penggunaan teknologi, memperbaiki 
koordinasi antar lembaga terkait, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pengawasan pemilu. 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan berbagai kajian yang ada, dapat disimpulkan bahwa efektivitas 
pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam 
mencegah kecurangan pemilu masih menghadapi sejumlah tantangan, meskipun Bawaslu 

memiliki kewenangan yang cukup besar dalam hal pengawasan proses pemilu di Indonesia. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Bawaslu antara lain. Salah satu 

tantangan utama yang dihadapi Bawaslu adalah keterbatasan jumlah pengawas serta anggaran 
yang tersedia. Hal ini mengakibatkan pengawasan yang dilakukan di beberapa wilayah, 
khususnya di daerah terpencil dan terpencil, tidak maksimal. Keterbatasan ini memperburuk 

kemampuan Bawaslu dalam mengidentifikasi dan menangani potensi kecurangan pemilu 
secara cepat dan efisien. Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi 

jalannya pemilu, dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih kewenangan dan kurangnya 
koordinasi yang efektif antara Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan lembaga 
penegak hukum lainnya. Hal ini memperlambat proses penanganan pelanggaran pemilu dan 

mengurangi efektivitas pengawasan secara keseluruhan. Bawaslu telah mulai memanfaatkan 
teknologi untuk pengawasan, seperti aplikasi pelaporan pelanggaran dan pemantauan media 

sosial, namun penerapannya masih terbatas. Infrastruktur yang belum memadai dan 
kurangnya keterampilan teknis di lapangan menyebabkan teknologi belum dapat 
dioptimalkan secara maksimal untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan pemilu. 

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu juga masih rendah. Masyarakat yang 
kurang memahami peran mereka dalam pengawasan atau khawatir dengan potensi 

pembalasan dari pelaporannya cenderung tidak aktif dalam melaporkan pelanggaran pemilu. 
Untuk itu, sosialisasi mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan dan 
penyediaan saluran pelaporan yang aman dan mudah sangat diperlukan. Pengawasan di 

daerah-daerah terpencil menjadi tantangan besar karena kendala geografis dan keterbatasan 
infrastruktur komunikasi. Hal ini menyebabkan pengawasan di daerah tersebut sering 

terabaikan, sehingga kecurangan pemilu di daerah terpencil sulit dideteksi. 
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